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LAPORAN TINDAK LANJUT 

FORUM KONSULTASI PUBLIK 

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 

Jalan M. Tabrani No. 1 Kabupaten Pamekasan 

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 

BIDANG PELAYANAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN      KABUPATEN 

PAMEKASAN 

 
Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Penegakan Perda, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. yang telah 

ditandatangani pada 24 Oktober 2024. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi 

perbaikan yang telah dilakukan, antara lain: 
 

NO 
IDENTIFIKASI 

MASALAH 

REKOMENDASI DAN 
TARGET 

PENYELESAIAN 
TINDAK LANJUT PENJELASAN 

1. Proses pemetaan 

reklame berizin dan 

tidak berizin serta 

proses pembongkaran 

reklame yang izinnya 

sudah jatuh tempo 

1. Untuk setiap reklame 

yang tidak berizin akan 

dipasang stiker yang 

bertuliskan TIDAK 

BERIZIN yang akan 

dilakukan oleh Satpol 

PP dan Damkar 

2. Pembongkaran 

reklame pada papan 

reklame yang sudah 

jatuh tempo telah 

melakukan 

pembayaran pajak 

serta biaya 

pembongkarannya 

yang akan di 

koordinasikan dengan 

BPKPD 

Bentuk Tindak Lanjut : 

Koordinasi dengan 

beberapa pihak terkait 

perijinan 

Waktu Pelaksanaan : 
 

Tahun 2025 

 

2. Perizinan reklame milik 

Diskominfo 

Melaksanakan koordinasi 

dengan Diskominfo 

tentang peijinan reklame 

milik pemerintah. 

Bentuk Tindak Lanjut: 

Koordinasi dengan 

beberapa pihak terkait 

perijinan 

Waktu Pelaksanaan: 

Tahun 2025 

 

3. Penertiban pada PKL 

yang masih melakukan 

aktifitas pada lokasi 

yang tidak berizin 

Dilakukan secara 

bertahap dari titik satu 

pada titik lainnya 

Bentuk Tindak Lanjut: 

Koordinasi dengan 

beberapa pihak terkait 

PKL 

Waktu Pelaksanaan: 
 

Tahun 2025 

Terlaksananya 

kegiatan 

penertiban PKL 

yang berada pada 

titik Arlan berhasil 

dipindah pada 

Food Colony 
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4. Dukungan tingkat 

kecamatan pada 

penataan dan 

pemberdayaan PKL 

hanya sebatas 

sosialisasi 

Perlunya regulasi untuk 

mendelegasikan 

kewenangan Satpol PP 

dan Damkar pada 

kecamatan untuk 

melakukan eksekusi 

Bentuk Tindak Lanjut : 

Koordinasi dengan 

beberapa pihak terkait 

regulasi 

 Pelaksanaan : 

Tahun 2025 

Banyaknya 

dukungan dari OPD 

pada kegiatan 

penataan PKL 

terutama penataan 

Arlan 

5. Banyak pelaku usaha 

yang sebelumnya 

menempati lokasi yang 

diizinkan pindah lokasi 

pada lokasi yang tidak 

diizinkan 

Perlunya melakukan 

koordinasi dengan semua 

pelaku usaha, apabila 

terdapat PKL yang tidak 

mau di data, panguyuban 

mengizinkan untuk di 

angkut terutama PKL di 

eks PJKA 

Bentuk Tindak Lanjut: 

Koordinasi dengan 

beberapa pihak terkait 

regulasi 

 Pelaksanaan : 

Tahun 2025 

PKL eks PJKA 

dilakukan penutupan 

karena banyaknya 

permintaan warga 

6. Tidak dinamisnya 

regulasi yang 

mengatur tentang 

hiburan karaoke 

Akan dilakukan usulan 

perubahan perda dan 

perkada yang memuat 

peraturan hiburan 

karaoke 

Bentuk Tindak Lanjut: 

Koordinasi dengan 

beberapa pihak terkait 

regulasi 

 Pelaksanaan : 

Tahun 2025 

 

7. Terdapatnya 

pelanggaran terhadap 

norma agama, 

kesusilaan, 

kesopanan, hukum dan 

adat istiadat pada 

tempat hiburan 

karaoke baik yang juga 

memiliki OSS ( Online 

Single Submission ) 

Akan dilakukan koordinasi 

terhadap penutupan 

tempat hiburan yang 

melanggar norma-norma 

meskipun berijin 

Bentuk Tindak Lanjut: 

Koordinasi dengan 

beberapa pihak terkait 

regulasi 

 Pelaksanaan : 

Tahun 2025 

 

 
 

 

Pamekasan, 30 Juni 2025 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Pamekasan 
 
 
 
     ${ttd_pengirim} 
 
 
 
MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM 
Pembina Tingkat I / IVb 
NIP. 19700311 199803 1 012 
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